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Abstract 
E-Filing system is a system reporting of Annual Tax with online system and real time provided by Directorate General of Taxes. The advantage of e-Filing is that it can reduce the time and expense as well as reporting of annual tax is correct and timely. This research is aimed to know the difference of reporting Annual Income Tax Article 21 before and after the application e-Filing System for civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District. The type of research used is descriptive research with qualitative approach, and the data analysis technic used is reduction data, display data, conclusion and verification, and final conclusion. The study population and sample was all civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District which amounts 25 people. From the result of this research, it is found that all civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District have reported their Annual tax by using e-Filing. The using e-Filing system, the service becomes faster, accurate, timely and can be done anywhere and of course this condition is very different when done manual system. The difference is on description of  form notification, procedures of tax calculation, time effectiveness, efficiency, archiving, data delivery, and taxpayer compliance.    
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1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]
Latar Belakang Permasalahan
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan pendapatan dari Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Negara, maupun Pinjaman Luar Negeri dimana kontribusinya bisa mencapai 77,6%. Selain itu pajak juga dapat dikatakan sebagai alat dalam mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat karena seluruh Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sesuai dengan penghasilannya sehingga peranan pajak dalam perekonomian nasional sangat penting terutama dalam mengurangi kemiskinan serta pengangguran dan menjadi penunjang perbaikan perekonomian masyarakat. Secara sederhana, pajak memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pemerataan di segala bidang dan pembangunan di Indonesia.
Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi/badan yang menjadi subjek pajak dalam membayar, memotong ataupun memungut pajak dengan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Berdasarkan data yang diperoleh dari informasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017  yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran bahwa total penerimaan pajak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.498,9 Triliun dimana meningkat dari penerimaan pajak pada tahun 2016 yang nilainya sebesar Rp. 1.329,5 Triliun. Dari APBN tahun 2017, Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi sebesar Rp. 787,7 Miliar atau 52,6% dari total keseluruhan pendapatan pajak. Melihat kontribusi pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar, maka tidak heran apabila pemerintah begitu ketat mengawasi pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan dan perbaikan dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelaporan pajak yaitu dengan menerapkan Electronic Filing System (e-Filing). Penerapan dari sistem e-Filing ini telah diputuskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 tentang penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui e-Filing, dan pada tanggal 24 Januari 2005 produk e-Filing resmi diluncurkan. 
E-Filing adalah elektronik surat pemberitahuan (e-SPT) yang merupakan suatu sistem dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online dan real time melalui jaringan internet pada website DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di link www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider). Adapun keunggulan yang dimiliki oleh e-Filing adalah dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaporan SPT Tahunan bahkan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara benar, tepat waktu dan transparan. 
Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2016: 35) adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya. 
Pelaporan atau penyampaian SPT Tahunan sebelumnya dilakukan secara manual dimana wajib pajak secara langsung datang ke kantor pelayanan pajak dimana tempat wajib pajak telah terdaftar ataupun penyampaian SPT-nya dapat dilakukan dengan cara mengirimkan melalui pos sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2 bahwa “Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Dengan kemajuan teknologi dan jaringan internet yang semakin luas maka penyampaian SPT dengan cara manual ini tidak diberlakukan lagi dengan alasan membutuhkan banyak sumber daya manusia, memerlukan ruang yang luas, tingkat kesalahan dalam perekaman data mudah terjadi, dan prosesnya lama.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Nias  merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang setiap tahunnya memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh WPOP dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pegawai.
Pada tahun 2012 aplikasi e-Filing telah dikenal oleh sejumlah PNS di SKPD Kabupaten Nias, bahkan di SKPD Dinsosnakertrans Kabupaten Nias terdapat ada yang melaporkan SPT tahunannya telah menggunakan e-Filing namun masih tergolong sedikit atau bisa dikatakan hanya beberapa orang saja bahkan ada beberapa diantaranya tidak memahami bagaimana menggunakan aplikasi e-Filing sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 lebih sering dilakukan secara manual. Akan tetapi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias dari tahun ke tahun selalu berupaya untuk melaporkan  SPT Tahunannya dengan e-Filing walaupun terkadang masih membutuhkan bantuan jasa orang lain. Terlebih pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Drs. F. Yanus Larosa, M.AP telah menerima kunjungan kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli dalam rangka sosialisasi manfaat sistem aplikasi perpajakan dalam bentuk e-Filing pada tanggal 17 Maret 2016, dan dari pertemuan tersebut beliau menghimbau kepada seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dan seluruh Wajib Pajak di Kabupaten Nias dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh DJP. Ini artinya bahwa pemerintahan Kabupaten Nias mendukung penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan masalah penelitian : “Bagaimanakah pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan sistem e-Filing di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias?” Dari perumusan masalah tersebut maka urgensi penelitian adalah dapat menggambarkan PNS Dinsosnakertrans telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerapkan sistem e-Filing atau dengan sistem manual. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :
1. Untuk mengetahui apakah seluruh PNS Dinsosnakertrans telah menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. 
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem e-Filing.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias serta upaya dalam mengatasi kendala penerapan sistem e-Filing.
4. Untuk mengetahui perbedaan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan sistem E-Filing.
Rencana Pemecahan Masalah
Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memahami dengan jelas rumusan masalah penelitian.
2. Mencari berbagai metode penelitian yang memungkinkan untuk pemecahan masalah.
3. Memilih dan menentukan salah satu metode penelitian yang paling memungkinkan dalam pemecahan masalah.
4. Melaksanakan metode penelitian tersebut. 

Tinjauan Pustaka
Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 berbunyi  “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Tongam Sinambela (2016: 5) bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban seseorang atau badan kepada negara yang bersifat paksaan berdasarkan Undang-Undang yang diperuntukkan untuk keperluan-keperluan negara. Masih dalam bukunya Tongam Sinambela (2016: 5), Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat ditekankan pada fungsi redistribusi ini, yaitu dengan menerapkan sistem lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Tarif pajak yang lebih besar diberikan pada tingkat pnhasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi demokrasi.
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
Pengertian SPT
Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Tongam Sinambela, 2016: 67)
Jenis SPT
Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 dan No. 152/PMK.03/2009 membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT, menjadi dua yaitu :
1. SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak; dan
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak.
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 62) bahwa PPh Pasal 21 adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.”
E-Filing
Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing bahwa e-Filing adalah merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time dengan memanfaatkan jalur internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara lain yaitu mengunduh aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id (Tongam Sinambela, 2016: 70) 
Kerangka Pemikiran
Dari uraian teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai beriukut :
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        Sumber : Data Diolah (2018)

Gambar 1 Kerangka Berpikir

2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis, atau desain dari suatu penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana populasi adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias yang berjumlah 25 orang. Adapun teknik pengambilan sampel adalah nonprobability sampling dengan metode sampel jenuh. Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015: 88), menyatakan bahwa “sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.” Untuk itu, sampel yang digunakan adalah seluruh PNS berjumlah 25 orang, sementara bahan dan alat utama dalam penelitian ini terdiri atas pedoman wawancara, ATK, profil kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Nias serta data-data PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Nias yang beralamat di Jl. Pertanian Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang meliputi pengamatan dan wawancara langsung dengan responden. Variabel yang akan diteliti adalah SPT Tahunan dan Sistem e-Filing. Definisi dari SPT Tahunan adalah Surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak yang oleh PNS Dinsonakertrans Kabupaten Nias selaku wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana indikatornya meliputi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 21, sedangkan definisi sistem e-Filing adalah sistem elektronik yang digunakan oleh PNS Dinsonakertrans Kabupaten Nias untuk melaporkan SPT Tahunan secara online dan real time melalui internet dimana indikatornya meliputi : pengetahuan tentang e-Filing, efektivitas dan efisiensi penggunaan e-Filing, keakuratan informasi e-Filing, dan tingkat keamanan e-Filing. Apabila data yang diperlukan telah terkumpul maka data-data tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis data menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 34) sebagai berikut :
1. Reduksi Data. 
Yaitu bentuk analisis data yang memaparkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diklasifikasi. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penelitian dan mencari kembali data yang diperlukan.
2. Penyajian Data.
Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
3. Penyimpulan dan Verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara dan perlu diverifikasi. 
4. Kesimpulan Akhir.
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
Data yang merupakan hasil penelitian diperoleh dari hasil pengamatan dan juga dari hasil wawancara dengan responden. Dari hasil pengamatan diperoleh data bahwa jumlah pegawai di Dinsosnakertrans Kabupaten Nias terdiri atas PNS dan Non PNS sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.1 
Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinsosnakertrans
Kabupaten Nias

	No
	Status Pegawai
	Banyaknya

	1.
	Pegawai Negeri Sipil
	25 Orang

	2.
	Petugas Operator PKH
	  5 Orang

	3.
	Tenaga Harian/Honorer
	10 Orang

	4.
	Petugas Sosial (Peksos)
	  1 Orang

	
	Jumlah
	41 Orang


 








Dari jumlah PNS di atas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 
Jumlah PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias

	No.
	Pegawai
	Golongan
	Banyaknya

	
	
	A
	B
	C
	D
	

	1.
	Golongan IV
	2
	-
	1
	-
	  3 Orang

	2.
	Golongan III
	4
	2
	2
	11
	19 Orang

	3.
	Golongan II
	1
	1
	1
	-
	  3 Orang

	
	Jumlah
	25 Orang



Seluruh PNS tersebut adalah Wajib Pajak yang telah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Sejak tahun 2016 seluruh PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias termasuk PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias dalam hal pelaporan SPT Tahunan telah beralih dari sistem manual ke sistem e-Filing. PNS di Dinsosnakertrans Kabupaten Nias yang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan e-Filing sebanyak 25 orang untuk tahun laporan 2015-2016 dan selanjutnya setiap tahun telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan sistem e-Filing.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden berdasarkan beberapa item pertanyaan, diperoleh informasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan himbauan dari Pemerintah Kabupaten Nias, maka seluruh responden telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
2. Menurut responden bahwa masih terdapat PNS di Dinsosnakertrans yang belum memahami dengan baik bagaimana melaporkan SPT pajak secara online. Sosialisasi penggunaan E-Filing telah dilakukan oleh KP2KP, hanya saja tidak semua PNS mengikutinya selain itu beberapa PNS tidak memiliki keterampilan dalam berkomputer sehingga masih memerlukan bantuan oranglain.
3. Menurut responden bahwa penggunaan Sistem e-Filing sangat efektif karena dapat dilakukan dimana saja selama jaringan internet ada dan efisien dalam hal waktu karena dapat dilakukan pada saat jam-jam istrahat.
4. Informasi tentang data yang di input pada sistem e-Filing, menurut responden keakuratannya tergantung pada kebenaran data, kejelasan data, dan kelengkapan data yang disampaikan oleh wajib pajak, akan tetapi informasi yang dihasilkan oleh sistem e-Filing sangat membantu Wajib Pajak. 
5. Menggunakan Sistem e-Filing selain mudah dan menghemat biaya maupun waktu, sistem e-Filing juga aman bagi Wajib Pajak karena menggunakan user name dan password login sehingga tidak memungkinkan oranglain untuk masuk.
6. Menurut responden bahwa kelebihan dari sistem e-Filing adalah dari segi waktu dapat dilakukan selama 24 jam dan pelayanannya juga jauh lebih cepat dan tidak perlu antri. Dan dari segi biaya, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk biaya percetakan semua formulir lampiran. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh sistem e-Filing adalah e-Filing hanya sebatas penyampaian SPT saja dan apabila kondisi jaringan internet kurang baik maka akan sangat mempengaruhi pelaporan SPT apalagi di Nias ini jaringan internet sering kali terganggu.
7. Responden mengalami beberapa kendala dalam pelaporan SPT melalui E-Filing, diantaranya adalah tidak ahli mengoperasikan komputer ataupun aplikasi e-Filing pada handphone android yang dimilikinya secara online, koneksi internet yang lambat ditambah lagi pemadaman PLN yang sering terjadi mempengaruhi jaringan internet jadi terputus (bila menggunakan wi-fi).
8. Yang dilakukan oleh responden dalam mengatasi setiap kendala tersebut adalah responden mengikuti sosialisasi tentang bagaimana mengoperasikan sistem e-Filing atau mendatangi langsung pegawai KP2KP Gunungsitoli untuk diajarkan secara pribadi atau pada saat melaporkan SPT Wajib Pajak membaca buku petunjuk penggunaan e-Filing. Bila kondisi internet lambat maka akan mencari waktu dimana jaringan lancar, dan bila terjadi pemadaman PLN maka mengalihkan ke paket data.
9. Pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-Filing sangat berbeda dengan pelaporan secara manual. Secara manual, responden mengambil sendiri formulir SPT ke KP2KP Gunungsitoli  dan prosesnya sangat lama dan belum lagi harus antri dilayani, selain itu ada banyak formulir-formulir yang di isi dan di fotocopy. Sedangkan kalau menerapkan sistem e-Filing, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan ada sarana dan jaringan internet, waktunya juga jauh lebih cepat, dan mengurangi biaya. Kami (responden) merasa tertantang untuk mengikuti perkembangan zaman apalagi di era teknologi yang semakin canggih ini, jadi mau tidak mau responden harus bisa menyesuaikan diri.
10. Jawaban responden dari pertanyaan terakhir tentang kepatuhan pajak adalah responden merasa bahwa kepatuhan pajak adalah kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri. Apabila masyarakat menginginkan negara ini maju dan terus berkembang, hendaknya masyarakat yang adalah Wajib Pajak harus patuh, taat, dan disiplin dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak.
 
3.2. Pembahasan
Tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak semakin hari semakin tinggi karena Wajib Pajak menyadari bahwa betapa pentingnya pajak dalam membangun perekonomian masyarakat. Melihat tingkat pendapatan pajak yang sangat besar maka pemerintah memfokuskan perhatian untuk mengamankan pendapatan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang menghimpun pajak melakukan suatu perubahan kebijakan dalam hal administrasi untuk memantau seluruh Wajib Pajak agar disiplin dalam pelaporan pajak sehingga dibuatlah aplikasi penyampaian SPT dengan sistem E-Filing, ini  berdasarkan keputusan Dirjen dengan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing).
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Nias merupakan Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sesuai dengan prosedur yang ada di sistem e-Filing dimana pelaporannya dimulai untuk tahun 2015-2016. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan lagi Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015: 66).
Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing bagi Wajib Pajak Dinsosnakertrans Kabupaten Nias  adalah lebih mudah, cepat dan murah karena sistem ini merupakan sistem pelaporan yang tidak memerlukan pihak lain melainkan hanya memerlukan sarana internet. Selain itu PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias tidak perlu antri di KP2KP Gunungsitoli tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal ini merupakan terobosan baru yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat seluruh wajib Pajak merasa mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Selain itu sistem e-Filing ini sangat efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yaitu, dapat dilakukan dengan tepat waktu bahkan menghemat waktu, serta dapat meminimalisir biaya seperti biaya penggunaan kertas, dan informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang berkualitas dan selalu ter-update yang artinya bahwa data Wajib Pajak  lengkap karena selalu ada validasi SPT. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdurahmat (2003: 92) bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.” Dan juga sejalan menurut pendapat Mudrajad dan Soehardjono (2002: 569) yang mengatakan bahwa “Efisien adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.” Sekalipun sistem e-Filing ini memiliki kelebihan, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu apabila jaringan internet tidak ada atau lagi error maka Wajib Pajak tidak dapat menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, sarana komputer dan handphone (Android) yang terhubung dengan jaringan internet sangat mendukung sistem e-Filing. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Supriyanto (2006: 27) bahwa “internet itu merupakan suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang memiliki sistem operasi dan aplikasi yang berbeda yang mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi yakni protokol TCP (Transmission Control Protocol) atau IP (Internet Protocol).”
Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah diolah, ditemukan adanya perbedaan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebelum dan sesudah penerapan sistem e-Filing. Perbedaan  tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.2.1 Perbedaan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan sistem e-Filing di Dinsosnakertrans Kabupaten Nias
	Uraian Perbedaan
	Sistem Manual
	Sistem E-Filing

	Formulir Surat Pemberitahuan
	Wajib Pajak (WP) yakni PNS Dinsosnakertrans Kab. Nias harus mengambil sendiri formulir SPT ke KP2KP Gunungsitoli dimana WP terdaftar.
	Wajib Pajak (WP) yakni PNS Dinsosnakertrans cukup menginstal aplikasi SPT pada komputer atau pada handphone.

	Tata Cara Perhitungan Pajak
	Dalam hal perhitungan pajak, WP menghitung sendiri secara manual. Dan besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam penghitungan.
	Secara tepat dan otomatis karena  dihitung oleh sistem komputer.

	Efektivitas Waktu
	Tidak Efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi data pada lampiran SPT.
	Sangat Efektif karena waktu yang dibutuhkan lebih cepat.

	Efisiensi
	Pemborosan terhadap kertas karena banyaknya lampiran-lampiran SPT.
	Penggunaan kertas hanya untuk induk SPT dan bukti penerimaan

	Pengarsipan
	Diperlukan ruangan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
	Tidak memerlukan ruangan karena tersimpan secara otomatis pada komputer.

	Pengiriman Data
	SPT diserahkan ke KP2KP Gunungsitoli sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
	Data SPT langsung ditransfer ke Dirjen Pajak dimana saja dan kapan saja secara online.

	Kepatuhan Wajib Pajak
	· Masih terdapat WP tidak melaporkan SPT.
· Tidak tepat waktu 
	· Mengalami Peningkatan sesuai dengan jumlah WP.
· Penyampaian SPT tepat waktu



Beberapa item perbedaan pelaporan SPT di atas sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem Self Assessment sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 bahwa Wajib Pajak mengambil Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Demikian halnya denga kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 Ayat 2 huruf a bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
Untuk lebih meningkatkan hasil penelitian ini maka tindak lanjut dari penelitian ini adalah akan mencocokkan hasil penelitian dengan data yang terdapat pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli.
4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan Electronic Filing (e-Filing) dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah merupakan penggunaan teknologi informasi yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena Sistem e-Filing Efektif, Efisien, Ter-Update, dan Aman.
2. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias telah diterapkan sejak tahun 2016.
3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang adalah Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sejak tahun 2016 untuk tahun laporan pajak 2015-2016 dan setiap tahun tetap patuh melaporkan SPT Tahunannya.
4. Ditemukan adanya perbedaan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan sistem e-Filing. Perbedaan tersebut terletak pada uraian Formulir Surat Pemberitahuan, Tata Cara Perhitungan Pajak, Efektivitas Waktu, Efisiensi, Pengarsipan, Pengiriman Data, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Dan sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, maka yang menjadi saran kepada :
1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KP2KP Gunungsitoli hendaknya selalu memberi sosialisasi, baik dengan bertemu langsung maupun melalui media seperti media sosial dan penyiaran RRI. Goal-nya adalah agar seluruh PNS maupun Non-PNS yang terdaftar di KP2KP Gunungsitoli merata dalam hal Kepatuhan Pajak.
2. Wajib Pajak, agar selalu membaca terlebih dahulu petunjuk pada Panduan Pengisian e-Filing yang dapat di akses di www.pajak.go.id  setiap kali melakukan pelaporan SPT.
5. Penulis selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian dengan objek yang berbeda dan sebaiknya waktu dalam melakukan pengamatan harus lebih banyak dengan jumlah responden yang juga lebih banyak.
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini antara lain :
1. Bapak Fatolosa Hulu, S.E., M.M., selaku Ketua STIE Pembangunan.
2. Rekan-rekan dosen di STIE Pembangunan yang saat ini juga sedang melakukan penelitian.
3. Pengelola JAP STIE AAS Surakarta yang telah berkenan menerima penelitian ini.
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7. Lampiran (Jika ada)

Tabel 7
Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Jabatan.

	NO
	NAMA / NIP
	PANGKAT, GOLONGAN
	JABATAN

	1
	FAMAHATO MENDROFA, A.Md
NIP. 19571128 198303 1 005
	Pembina Utama Muda, IVc
	Kepala Dinas

	2
	TOLONA LAOLI, SH
NIP. 19660415 200112 1 001
	Pembina, IVa
	Sekretaris Dinas

	3
	FAMONIZARO ZEBUA, SP
NIP. 19700627 2001112 1 002
	Pembina,IVa
	Kepala Bidang Penanggulangan Korban Bencana

	4
	SUKIRMAN ZAI, SE
NIP. 19650503 199303 1 006
	Penata Tk. I, IIId
	Kepala Bidang Penanganan PMKS

	5
	TUYUZARO GEA
NIP. 19711201 199302 1 001
	Penata Tk. I, IIId
	Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

	6
	YAKINIAT TELAUMBANUA
NIP. 19640501 198503 2 006
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi. Pengelolaan Sistem Informasi Kessos

	7
	FETMINA ZEBUA
NIP. 19600409 197909 2 001
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi. Data dan Pelaporan

	8
	DEWI KARMA POLEM
NIP. 19590520 198303 2 006
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi. Rehabilitasi dan Penyuluhan

	9
	NOLIATI LASE, SE
NIP. 19621114 198503 2 003
	Penata Tk. I, IIId
	Kasubag Keuangan                                                                                                                                                                                                               

	10
	BAKHTIAR HAREFA, S.Sos
NIP. 19680512 198903 1 005
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi. Identifikasi dan Penanganan PMKS

	11
	EMARTIN TELAUMBANUA, SH
NIP. 19700210 200112 1 004
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi Pemeliharaan Jaminan Sosial

	12
	JAMES SAUT P. SILALAHI
NIP. 19701107 200502 1 002
	Penata Tk. I, IIId
	Kasubag. Prgram Evaluasi dan Pelaporan

	13
	FATIELI ZEGA
NIP. 19600921 198603 1 003
	Penata Tk. I, IIId
	Kasi Pembinaan dan Bantuan

	14
	ERLINDAWATI
NIP. 19611001 199103 2 001
	Penata Tk. I, IIId
	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

	15
	KHAIRUL RIZKIN DJAZULI
NIP. 19690601 199001 001
	Penata, IIIC
	Kasi, Bina Sarana dan Prasarana

	16
	AHMAD NAZIR ZEGA
NIP. 19620508 198203 1 004
	Penata, IIIC
	Kasi. Ketransmigrasian

	17
	ZULFIKAR HAREFA
NIP. 19621117 198602 1 002
	Penata Muda Tk. I, IIIb
	Kasi. Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan

	18
	SURYANI K. WARUWU, A.Md
NIP. 19750406 200112 2 003
	Penata Muda Tk. I, IIIb
	Kasi. Sarana dan Produktifitas Tenaga Kerja

	19
	ANGANDROWA B. HAREFA, SE
NIP. 19790217 200903 1 006
	Penata Muda, IIIa
	Kasi. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Daya Kessos

	20
	BOROTA WARUWU
NIP. 19640820 198503 1 010
	Penata Muda, IIIa
	Pengadminitrasian Umum

	21
	ELYS HARDYANY HAREFA, SE
NIP. 19841008 201403 2 001
	Penata Muda, IIIa
	Staf

	22
	ADE INDRIANI R. DACHI, SE
	Penata Muda, IIIa
	Staf

	23
	SUDI OKTOBERIUS HAREFA
NIP. 19781021 200502 1 003
	Pengatur, Iic
	Operator Komputer

	24
	ATIELI LASE
NIP. 19891113 201101 1 001
	Pengatur Tk. I, Iib
	Staf

	25
	JHON CHRISTIAN LASE
NIP. 19871228 201001 1 005
	Pengatur Muda, Iia
	Bendahara Pengeluaran

















